
 

 

 

 

 

LURAH MULYODADI 

KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL 

PERATURAN KALURAHAN MULYODADI 

 NOMOR 3 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI NOMOR 8 

TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

LURAH MULYODADI, 

 

Menimbang  :  a. bahwa dengan pengembangan dan penambahan jenis 

usaha BUMKal Mulyo Nugroho, perlu adanya 

penyesuaian dalam Anggaran Dasar Badan Usaha 

Milik Kalurahan; 

b. bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) 

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran,  Pendataan  

dan  Pemeringkatan,  Pembinaan dan  Pengembangan,  

dan  Pengadaan   barang   dan/ atau Jasa Badan 

Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, 

perubahan Anggaran Dasar BUMDesa termuat dalam 

Peraturan Desa, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian dalam Peraturan Kalurahan yang 

mengatur tentang Badan Usaha Milik Kalurahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf 

a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan 

Tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan 

Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha 

Milik Kalurahan. 

SALINAN 



Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339); 

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6914);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

4. Peraturan Menteri Desa Pembagunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan 

dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, 

dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha 

Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik 

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 148); 

6. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2017 

Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar 

hukum Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa 

Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 4); 

 

 



 

7. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 

Tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran 

Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9); 

8. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 

Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran 

Kalurahan Mulyodadi Tahun 2021 Nomor 8). 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI 

dan 

LURAH MULYODADI 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MULYODADI 

NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK 

KALURAHAN.   

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi 

Tahun 2021 Nomor 8), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Pelaksana Operasional terdiri atas Direktur.  

(2) Susunan pelaksana operasional selanjutnya diatur dalam Anggaran 

Dasar. 

 

2. Ketentuan Lampiran I dan II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Kalurahan ini. 

 

 

 



 

Pasal II 

 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi. 

 

Ditetapkan di Mulyodadi 

Pada tanggal 13 November 2024 

LURAH MULYODADI,  

 

 Ttd. 

 

ARI SAPTO NUGROHO 

Diundangkan di Mulyodadi   

Pada tanggal 13 November 2024 

CARIK MULYODADI, 

 

 Ttd. 

 

ERWIN SUNARYA 

 

 

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 3 NOMOR 2024. 

Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro 

Kabupaten Bantul : (08/Mulyodadi/2024). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  

PERATURAN KALURAHAN MULYODADI 

NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN KALURAHAN MULYODADI 

NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG 

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN 

 
 

ANGGARAN DASAR  

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKAL) MULYODADI 

KAPANEWON BAMBANGLIPURO 

KABUPATEN BANTUL 

 

BAB I 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  

 

Pasal 1 

 

(1) Pemerintah Kalurahan Mulyodadi mendirikan Badan usaha Milik 

Kalurahan (BUMKal) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan 

ekonomi masyarakat dan pembangunan kalurahan sesuai kebutuhan dan 

potensi kalurahan. 

(2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan “Mulyo 

Nugroho”/BUMKal “Mulyo Nugroho”. 

(3) BUMKal “Mulyo Nugroho” berkedudukan di: 

Kalurahan : Mulyodadi 

Kapanewon : Bambanglipuro 

Kabupaten : Bantul 

Propinsi  : D. I. Yogyakarta 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

Maksud pendirian BUMKal “Mulyo Nugroho” adalah: 

a. Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan 

jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau 



kerjasama antar kalurahan;  

b. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan; dan  

c. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan 

Mulyodadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.  

 

Pasal 3 

Tujuan pendirian BUMKal  “Mulyo Nugroho”  adalah: 

(1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat kalurahan yang 

mandiri dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat;  

(2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta 

meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan 

membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;  

(3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kalurahan dengan 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola 

pembangunan perekonomian kalurahan;  

(4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif 

masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah;  

(5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan  

(6) Meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan pendapatan asli 

kalurahan. 

 

BAB III 

JENIS USAHA 

  

Pasal 4 

 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMKal MULYO 

NUGROHO menyelenggarakan kegiatan usaha : 

a. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Boga 

1. 56210 - Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering). 

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan 

atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan 

oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup 

usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui 

pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan 



sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, 

seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani 

tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, 

seminar/kegiatan acara berlangsung. 

2. 56290 - Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu. 

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa 

boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak 

perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. 

Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya 

untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian 

di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria 

(misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas 

dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. 

Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani 

jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah 

sakit, jasa angkutan. 

 

b. Menjalankan usaha dalam bidang Pengelolaan Sampah 

1. 38110 - Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya 

Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak 

berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah 

rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, 

tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi 

campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-

bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak 

masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di 

tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah 

konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan 

pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik 

tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang 

tidak berbahaya. 

2. 38211 Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak 

Berbahaya.  

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk 

pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan 

limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau 

metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik 

atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan 

lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment 



limbah dan sampah organik untuk pembuangan. 

3. 38212 Produksi Kompos Sampah Organik 

Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik 

dan abu tanaman (pupuk alam organik). 

 

c. Menjalankan usaha dalam bidang Penjualan/Pengkalan Gas  

1. 47772 - Perdagangan Eceran Gas Elpiji 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji. 

 

d. Menjalankan usaha dalam bidang Penjualan kerajinan 

1. 47781 - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, 

Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya. 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang 

kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, 

seperti patung, topeng, relief, ukiran nama, wayang, pigura, kap 

lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, 

hiasan dinding dan keset. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang 

menjual barang kerajinan tersebut. 

2. 47789 - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-

barang kerajinan dan lukisan lainnya yang belum tercakup dalam 

kelompok 47781 s.d. 47785. Termasuk kegiatan galeri kesenian yang 

menjual barang kerajinan tersebut. 

 

e. Menjalankan usaha dalam bidang Penjualan Sembako, peralatan rumah 

tangga dan barang-barang Kelontong 

1. 47192 – Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya 

Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang 

Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis 

barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau 

bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang 

diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, 

perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di 

bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong. 

2. 47112 –  Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang 

Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di 

Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional). 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis 



barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, 

minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan 

swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga 

dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, 

perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko 

bahan kebutuhan pokok. 

 

f. Menjalankan usaha dalam bidang Wisata 

1. 91029 - Wisata Budaya Lainnya 

Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, 

religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum 

dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh 

pemerintah maupun swasta. 

2. 93231 - Wisata Agro 

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata 

dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman 

pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan 

sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan 

berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum 

serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, 

konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti 

Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman 

(Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta 

Coffeenery dan Winery. 

3. 93239 - Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya 

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan 

kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum 

dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond. 

 

g. Menjalankan usaha dalam bidang Pendidikan 

1. 85493 - Pendidikan Bahasa Swasta 

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus 

dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang 

bahasa yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam 

kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, 

Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis, Rusia, 

Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kursus TOEFL, 

TOEIC, IELTS dan penerjemah. 

2. 85495 - Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta 



Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling 

yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, 

bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; 

pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan 

pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental 

aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, 

pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan 

kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, 

peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, 

sempoa, tutor prasekolah. 

3. 85420 - Pendidikan Kebudayaan 

Kelompok ini mencakup pengajaran seni, drama dan musik. Kegiatan 

pada kelompok ini dapat disebut dengan sekolah, studio, kelas dan 

lain-lain. Kegiatan ini menyediakan pengajaran yang diatur secara 

formal, terutama untuk hobi, rekreasi atau untuk tujuan 

pengembangan diri, tetapi pengajaran tersebut tidak ditujukan untuk 

mendapatkan ijazah profesional, sarjana muda atau gelar sarjana. 

Kelompok ini mencakup kegiatan guru piano dan pengajaran musik 

lainnya, pengajaran seni, pengajaran dansa dan studio dansa, sekolah 

drama (bukan akademis), sekolah seni rupa (bukan akademis), sekolah 

seni pertunjukan (bukan akademis), sekolah fotografi (bukan 

akademis) dan lain-lain. 

4. 85500 - Kegiatan Penunjang Pendidikan 

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan 

operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi 

pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi 

uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan organisasi program pertukaran 

pelajar. 

BAB IV 

ORGANISASI BUMKal 

 

Bagian Kesatu 

Musyawarah Kalurahan 

 

Pasal 5 

 

(1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal; 



(2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana 

operasional, penasihat, dan/atau pengawas; 

(3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal, serta 

difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan. 

 

Pasal 6 

 

Musyawarah Kalurahan terdiri atas: 

a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan 

b. Musyawarah Kalurahan khusus. 

 

 

Pasal 7 

 

(1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 6 huruf (a): 

a.  Pelaksana operasional menyampaikan: 

1. laporan   tahunan   yang   telah   ditelaah   oleh pengawas dan 

penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan; 

2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh 

Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja. 

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal  

BUMKal mempunyai saldo laba yang positif. 

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja 

oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan 

pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional 

atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas 

kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh 

tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan 

Keuangan. 

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Bamuskal 

untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 

(tujuh) hari kalender. 

 

 

 

 

 

 



Pasal 8 

 

(1) Musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan 

mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada 

Musyawarah kalurahan. 

(2) Musyawarah kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional 

dan/atau pengawas kepada penasihat. 

(3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah 

Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. 

 

 

Pasal 9 

 

(1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh: 

a. Lurah; 

b. Bamuskal; dan 

c. unsur masyarakat yang terdiri atas: 

1. penyerta modal; 

2. perwakilan padukuhan atau rukun tetangga; dan 

3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha 

BUMKal /Unit Usaha BUMKal. 

(2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah 

untuk mencapai mufakat. 

 

Pasal 10 

 

Musyawarah Kalurahan berwenang: 

a. menetapkan pendirian BUMKal; 

b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya; 

c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan 

kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi 

kepenasihatan; 

d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional  

BUMKal; 

e. mengangkat pengawas; 

f. memberikan persetujuan atas penyertaan modal kepada BUMKal 



g. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang 

diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan 

penasihat; 

h. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu 

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal; 

i. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah 

investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain 

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal; 

j. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal; 

k. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal; 

l. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKal melaksanakan 

kegiatan tertentu; 

m. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal; 

n. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal 

dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan; 

o. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan 

tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; 

p. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan  aset 

BUMKal; 

q. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus 

dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas 

dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur 

kesengajaan atau kelalaian; 

r. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam 

hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak 

menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban; 

s. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena 

keadaan tertentu; 

t. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan 

pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha 

BUMKal; 

u. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan 

v. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk 

melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan 

dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal. 

 

 

 

 



Bagian Kedua 

Penasihat 

 

Pasal 11 

 

Penasihat dijabat secara ex-officio oleh Lurah. 

 

 

Pasal 12 

 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang: 

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan 

menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya; 

b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja 

yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada 

Musyawarah Kalurahan; 

c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai 

keputusan Musyawarah Kalurahan; 

d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana 

operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal; 

e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan 

menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan 

dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau 

masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; 

f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan  Usaha 

BUMKal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh 

pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam 

laporan tahunan; 

g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal 

berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan; 

h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman 

BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar BUMKal; dan 

i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama 

BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama 

tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar BUMKal. 

 

 



Pasal 13 

 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas: 

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam 

melaksanakan pengelolaan BUMKal; 

b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana 

program kerja BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan; 

c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKal 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan 

pengelolaan usaha BUMKal; 

e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan 

pengelolaan usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah 

Kalurahan; 

f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi 

BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; 

g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 

penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; 

dan 

h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan 

pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan. 

 

Pasal 14 

 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak: 

a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi  

kepenasihatan; dan 

b. Memperoleh penghasilan sebesar 4% (Empat per seratus) dari laba bersih 

hasil usaha tahunan. 

Bagian Ketiga 

Pelaksana Operasional 

 

Pasal 15 

 

(1) BUMKal diurus dan dipimpin oleh Pelaksana Operasional  

(2) Pelaksana Operasional berjumlah 1 orang. 



(3) Pelaksana Operasional dijabat oleh Direktur. 

(4) Kepengurusan BUMKal ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan 

Penasihat.  

Pasal 16 

 

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat 

dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau 

unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat meliputi: 

a. warga Kalurahan Mulyodadi; 

b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat 

menghambat tugas sebagai Pelaksana Operasional); 

c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk 

melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Operasional; 

d. berpendidikan minimal SLTA sederajat; 

e. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 

g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di 

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; 

h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 

i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan 

Pelaksana Operasional BUMKal. 

(3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Pelaksana 

Operasional. 

Pasal 17 

 

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah 

Kalurahan karena alasan: 

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga  

dan/atau peraturan perundang-undangan; 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan; 



d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang 

seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal; 

e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap; dan 

f. mengundurkan diri. 

Pasal 18 

 

Pelaksana Operasional berwenang: 

a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran 

Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya; 

b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai 

dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal organisasi 

maupun dengan pihak lain; 

d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKal termasuk 

penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal; 

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal; 

f. melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah 

Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar 

BUMKal; 

g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk  mengembangkan Usaha 

BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah  Kalurahan atau 

penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal; 

h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang 

ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan; 

i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang 

ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan; 

j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah 

Kalurahan; 

k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak 

menunjuk penyelesai; dan 

l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau 

perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala 

hal dan segala kejadian, dengan pembatasan  sebagaimana diatur dalam 

Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili 

BUMKal di dalam dan di luar pengadilan. 

 



Pasal 19 

 

Pelaksana Operasional bertugas: 

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal 

untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan 

mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan 

Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal; 

c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal 

untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; 

d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal 

untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh 

penasihat dan pengawas; 

e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal 

kepada penasihat; 

f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah 

Kalurahan; dan 

g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan 

analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka 

perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk 

diajukan kepada Musyawarah Kalurahan. 

 

Pasal 20 

 

Pelaksana Operasional berhak : 

a. mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan 

dalam segala kejadian; 

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai; 

c. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:  

1. gaji per bulan sekurang – kurangnya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus 

lima puluh ribu rupiah); 

2. tunjangan jabatan Direktur sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu 

rupiah). 

3. Tunjangan kinerja sebesar 6 % (enam per seratus) dari laba bersih hasil 

usaha tahunan. 

 



Bagian Keempat 

Pengawas 

 

Pasal 21 

 

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, 

Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan. 

(2) Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan 

dengan Keputusan Lurah melalui Musyawarah Kalurahan. 

(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat meliputi: 

a. warga Kalurahan Mulyodadi; 

b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat 

menghambat tugas sebagai pengawas); 

c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas; 

d. berpendidikan minimal  SLTA sederajat; 

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 

f. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di 

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan 

g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; 

(4) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat 

(3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas. 

(6) Susunan organisasi pengawas terdiri dari: 

a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Agus Priyono, S.Pd., MM.; 

b. Sekretaris merangkap anggota, dijabat Yulianta, SP.; dan 

c. Anggota, dijabat oleh Nuryadi. 

 

Pasal 22 

 

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan 

karena alasan: 

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 

Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan; 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan; 



d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang 

seharusnya dihormati sebagai pengawas; 

e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap; dan 

f. mengundurkan diri. 

 

Pasal 23 

 

Pengawas berwenang: 

a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja 

yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada 

Musyawarah Kalurahan; 

b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan 

menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya; 

c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman 

BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar BUMKal; 

d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama 

BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama 

tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar BUMKal; 

e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis 

keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan 

penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah 

Kalurahan; 

f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan 

audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau 

kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan 

BUMKal; dan 

g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 24 

 

Pengawas bertugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya 

pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan 

terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan 

Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal; 

c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan 

kepada Musyawarah Kalurahan; 

d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan 

Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada 

penasihat; 

e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang 

diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah 

Kalurahan; 

f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan 

pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional 

sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; 

g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan 

Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan 

h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam 

Musyawarah Kalurahan. 

 

Pasal 25 

 

Pengawas berhak memperoleh penghasilan sebesar 6% (enam per seratus) dari 

laba bersih hasil usaha tahunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN 

 

Bagian Kesatu 

Modal 

 

Pasal 26 

 

Total Modal BUMKal sejumlah Rp 91.920.000,00 (sembilan puluh satu juta 

sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: 

(1) Modal Awal BUMKal berasal dari Penyertaan Modal Kalurahan Tahun 

2018 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 

(2) Modal Pengembangan Usaha BUMKal berasal dari Penyertaan Modal 

Kalurahan Tahun 2019 senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta 

rupiah); dan 

(3) Modal Pengembangan Usaha BUMKal berasal dari Penyertaan Modal 

Kalurahan Tahun 2022 senilai Rp 31.920.000,00 (tiga puluh satu juta 

sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). 

 

 

Bagian Kedua 

Aset 

 

Pasal 27 

 

(1) Aset BUMKal bersumber dari: 

a. penyertaan modal; 

b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah; 

c. hasil usaha; 

d. pinjaman; dan/atau 

e. sumber lain yang sah. 

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKal dilaporkan secara berkala 

dalam laporan keuangan. 

 

 

 

 

 



Pasal 28 

 

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 27 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, dan/atau pihak lainnya. 

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal. 

Bagian Ketiga 

Pinjaman 

 

Pasal  29 

 

(1) BUMKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi 

prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Pinjaman BUMKal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri 

lainnya dengan ketentuan: 

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau 

pembentukan Unit Usaha BUMKal; 

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, 

dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa 

jabatan pelaksana operasional; 

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun 

berturut-turut; 

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan 

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil 

manfaatnya oleh BUMKal bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau 

agunan. 

 

Pasal 30 

 

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 yang bernilai lebih dari 

atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan 

setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan. 

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai kurang 

dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah 

mendapat persetujuan penasihat dan pengawas. 

 

 



BAB VI 

KERJA SAMA 

 

Pasal 31 

 

(1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. kerja sama usaha; dan 

b. kerja sama non-usaha. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling 

menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat 

Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama. 

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit 

meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, 

dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan 

dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum 

Indonesia, dan BUMKal lain. 

 

Pasal 32 

 

(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a 

termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah 

Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset 

Kalurahan. 

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal 

dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa 

pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian 

dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, 

didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu. 

 

Pasal 33 

 

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) 

BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa 

kerja sama usaha, termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk 

pengelolaan bersama sumber daya. 

 

 



 

(2) Kerja sama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama 

sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau 

penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 34 

 

(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat 

persetujuan Musyawarah Kalurahan. 

(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan 

penasihat dan pengawas. 

 

Pasal 35 

 

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) 

huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit: 

a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan 

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan 

penasihat dan pengawas. 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA 

 

Pasal 36 

 

(1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil 

kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun 

buku. 

(2) Hasil Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dialokasikan untuk: 

a. Penambahan Modal 30% (tiga puluh per seratus) 

b. Pandapatan Asli Kalurahan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) 

c. Tunjangan Penasihat sebesar 4% (empat per seratus) 



d. Tunjangan Pelaksana Operasional, sekretaris dan bendahara 15% 

(lima belas per seratus) 

e. Tunjangan Pengawas 6% (enam per seratus) 

f. Dana/Bantuan Sosial 10% (sepuluh per seratus) 

g. Dana Cadangan 5% (lima per seratus) 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Pasal 37 

 

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

       Ditetapkan di Mulyodadi 

Pada tanggal 13 November 2024 

LURAH MULYODADI,  

 

 Ttd. 

 

ARI SAPTO NUGROHO 

 

 

 

         

         

 



 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN 

BUMKAL MULYO NUGROHO 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LURAH MULYODADI,  

 

 Ttd. 

 

ARI SAPTO NUGROH 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya, 

An. Carik Mulyodadi 
Kepala Urusan Pangripta, 

 
 

 

Direktur 
Laela Yulianti, S.Pd. 

Bendahara 

 
 

Sekretaris 
 
 

Sil 

 
 

Unit Usaha 

Penjualan/ 

Pangkalan Gas 

 

Unit Usaha 

Jasa Boga/Catering 

 

Unit Usaha 

Pengelolaan 

Wisata 

 

Penasihat 

Lurah Mulyodadi 

Pengawas 

Agus Priyono, SPd., MM 

Yulianta, SP. 

Nuryadi 

 

 

MUSYAWARAH KALURAHAN 

Unit Usaha 

Penjualan kerajinan 

Unit Usaha 

Pengelolaan Sampah 

Unit Usaha 

Pendidikan (Bimbingan 

Belajar dan Pendidikan 

Bahasa) 

Unit Usaha 

Penjualan Sembako, 

peralatan rumah tangga dan 

barang-barang Kelontong 


